PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 59 /PJ/2009

TENTANG

BENTUK FORMULIR

SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,

SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT
SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat
dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Pasal
2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK
517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara
Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.03/2007;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan
tata kerja unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak, perlu menyesuaikan istilah kantor pelayanan pajak pada
SSPBB, SSP PBB, dan SSB;

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran pajak
melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) terkait dengan
integrasi pelayanan pajak, perlu menambahkan Kode Kantor
Pelayanan Pajak pada SSP PBB dan SSB;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan,
Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat
Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang
Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
37/PMK.05/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang
Bagan Akun Standar,



Menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang
Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 517/KMK.04/2000
tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.03/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tentang
Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan
Energi Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui
Modul Penerimaan Negara;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK
FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

:

Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat dengan SSPBB adalah surat setoran atas pembayaran
atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor
Pedesaan, Perkotaan dari tempat pembayaran ke Bank Persepsi
atau Pos Persepsi;

Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat dengan SSP PBB adalah surat setoran atas pembayaran
atau penyetoran PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan dari Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Pos
Persepsi;

Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat dengan SSB adalah surat yang oleh Waijib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Pos Persepsi dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan.

Pasal 2

Bentuk dan isi formulir SSPBB adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran | Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Bentuk dan isi formulir SSP PBB adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran |l Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.



(3) Bentuk dan isi formulir SSB adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Il Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Formulir SSPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Formulir SSP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan
sebagai berikut:
lembar ke-1 : untuk arsip Waijib Pajak/Penyetor;

lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN); '

lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak/Penyetor ke
Kantor Pelayanan Pajak;

lembar ke-4 : untuk arsip Bank/Pos Persepsi.

(5) Dalam hal SSPBB dan SSP PBB dibuat lebih dari yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka harus dinyatakan
secara jelas peruntukannya dalam SSPBB dan SSP PBB tersebut.

(6) Formulir SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam
rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut:

lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;

lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN);

lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama
disampaikan oleh Wajib Pajak;

lembar ke-4 : untuk arsip Bank/Pos Persepsi;

lembar ke-5 : untuk PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat
Lelang/Pejabat Pertanahan.

Pasal 3

(1) Bank/Pos Tempat Pembayaran dapat mengadakan sendiri formulir
SSPBB dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSPBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Waijib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP PBB dengan
bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(3) Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSB dengan

bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

Satu formulir SSPBB, SSP PBB, atau SSB hanya dapat digunakan
untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Tahun Pajak/surat
ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode
Akun Pajak.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku,
ketentuan lain yang terkait dengan bentuk formulir SSPBB, SSP PBB,
dan SSB disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.



Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku 1 (satu) bulan sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2009




LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 99 /PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN
SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI Lembar 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk Penyetor

Sebagai Bukti Setoran

SURAT SETORAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
(SSPBB)
1. | NPWP Lol T T T T eolaaiiie F e |
2. | Nama Penyetor
3. | Alamat Penyetor
Aol KPR Eatama. | e e e e Kode KPP Pratama [ [ [ |
5. | Tahun Pajak i ] ]
6. | Mata Anggaran oE o e
7. | Jumlah Setoran LS I O O R N O O O (R
8 Keterangan/Periode
" | Setoran
........................ tangaal.-. ..o Diterima Oleh:
BANK/POS PERSEPSI PBB
Tangaal .. oo
Cap
anda Bangan ... v e s TandaTangan ..o
NamA TEraANg .«o.ooiaiannnnwnimaissain Nama Terang .....ocoiiamiosi:
F.24.32.02
Catatan:

Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran
dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.




PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)

Nomor Uraian Isian
1. Diisi NPWP Bank Tempat Pembayaran (yang menyetor ke Bank Persepsi PBB)
2. Diisi Nama Bank Tempat Pembayaran (yang menyetor ke Bank Persepsi PBB)
3. Diisi Alamat Bank Tempat Pembayaran
4, Diisi Nama dan Kode KPP Pratama mitra kerja Bank Tempat Pembayaran
o Diisi Tahun Pajak yang disetor
6. Diisi Kode Akun PBB yang diterima.
411311 = Sektor Pedesaan
411312 = Sektor Perkotaan
411313 = Sektor Perkebunan
411314 = Sektor Kehutanan
411315 = Sektor Pertambangan
411316 = Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi
i Diisi dengan nominal jumlah setoran ke Bank Persepsi PBB
8. Diisi dengan keterangan setoran atau periode setoran. Contoh “Periode setoran

tanggal 28 Agustus — 3 September 2009 (Minggu | September 2009)"




DEPARTEMEN KEUANGAN RI

Lembar 2

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk KPPN
SURAT SETORAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
(SSPBB)
1. | NPWP (i I O O D L R A
2. | Nama Penyetor
3. | Alamat Penyetor
T R e Kode KPPPratama [ | [ |
5. | Tahun Pajak ey 1 1]
6. | Mata Anggaran ey | I ] 1 |
7. | Jumlah Setoran NN a3 53 L M)
8 Keterangan/Periode
" | Setoran
...................... fanggal. oo Diterima Oleh:

Tanda Tangan
Nama Terang

BANK/POS PERSEPSI PBB

Tanggal ...............

Cap

TandaTangan ......
Nama Terang .......

F.24.32.02

Catatan:

Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran
dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.




Lembar 3
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Untuk KPP Pratama
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Disampaikan Oleh
Penyetor

SURAT SETORAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN

(SSPBB)

1. | NPWP 62 N VO D N - - =
2. | Nama Penyetor
3. | Alamat Penyetor
4. | KPPPratama | ccccerevieereeiieeeeeiee e, Kode KPPPratama [ [ [ |
5. | Tahun Pajak o )
6. | Mata Anggaran et 1 1 |
7. | Jumlah Setoran TG RS
8 Keterangan/Periode
" | Setoran
........................ tanggal...................... Diterima Oleh:

BANK/POS PERSEPSI PBB

Hanggalie. e s

Cap

TANAA TGN .. oo oeonoriamsmmsinsssssinsnssrsessansassmensres TandaTangan .............cccoeenne.
NN TOEARN ! ..concor ittt casasonmsasusssmsssanpnyys NamaTerang .....................c...
F.24.32.02
Catatan:

Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran
dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar 4
Untuk Bank/Pos Persepsi

SURAT SETORAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
(SSPBB)

I

—

NPWP

Nama Penyetor

Alamat Penyetor

KPP Pratama

Tahun Pajak TEEE N

Mata Anggaran

Jumlah Setoran

Keterangan/Periode
Setoran

Lo 0 e I e 20 5 [

Diterima Oleh:

BANK/POS PERSEPSI PBB

Tanggal
Cap

Tanda Tangan
Nama Terang

%57 (o T s o g (R N S
[ 5 S TR e o SO

F.2.4.32.02

Catatan:
Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran
dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.




PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-

LAMPIRAN II

53

1PJ/2009

TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN

SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SURAT SETORAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Lembar ke-1

Untuk Wajib Pajak
sebagai bukfi

DEPARTEMEN KEUANGAN R
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (S SP PB B) pembayaran
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA " KODE KPP PRATAMA I:I:D 2
-]
A. 1.NamaWgjbPajak :
2. NPWP ............................................................................
3
3. Alamat Wajib Pajak:
Kelurahan/Desa _Kecamatan:
Kabupaten/Kota KodePés - - SOl BETERSE e =
8. 1.NomorojekPaiakvory: | | | [ 1 [T 11 [T T [ITT]JLTTT] []
9
3. Letak Objek Pajak : x
L L L O 1. . PR G
Kabupaten/Kota: s RS I g T LY
L] L]
C. 1. Jenis ketetapan pajak Tahun
n
2. Nomor ketetapan pajak:
D. Uraian y
pembayaran _
13
E. Jumlah pembayaran : Tetbllang: .. .°noo
Pokok Pajak 4 7 SRR 1y S =i
|
Denda Administrasi : Rp__ "
Jumlah :Rp 1w
F. Kode Akun: _ 13)
Untuk d|satorkanidiplndahbukukan ke rekenmg Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persepm
padaBank. . . F=N e ' nomor rekening _ b, : "
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Waijib Pajak/Penyetor
R (10 [s - O R e | st M I R I B ot s gl i
NEMEIBEER S v s T e m [ BT e e s S E

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :
x|

*) Coret yang tidak perlu
F.2.4.32.01




PETUNJUK PENGISIAN

13 Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
1a) Diisi dengan Kode Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang tertulis pada nomor 1)

2) Diisi dengan nama lengkap Waijib Pajak.

2a) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3) Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal’/kedudukan Wajib Pajak.

4) Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

5) Diisi dengan alamat lengkap lokasi/letak objek pajak.

6) Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.

7) Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.

8) Diisi dengan tahun pajak dari ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.

9) Diisi dengan uraian jika diperlukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran

10) Diisi dengan besarnya pokok ketetapan pajak dalam SPPT/SKP/STP PBB.

11) Diisi dengan besarnya denda administrasi.

12) Diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya pokok ketetapan pajak dan denda administrasi.
13) Diisi dengan besarnya total pembayaran dalam huruf.

13a) Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagai berikut:

Sektor Kode Akun
Pedesaan 411311
Perkotaan 411312
Perkebunan 411313
Kehutanan 411314
Pertambangan 411315
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas 411316

Bumi dan Energi Panas Bumi
14) Diisi dengan nama Bank/ Pos Persepsi PBB tempat dilakukan pembayaran.
15) Diisi dengan nomor rekening Kas Negara q.q. PBB.
16) Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.

17) Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan petugas penerima pembayaran pada Bank Persepsi PBB dan dibubuhi
cap/stempel resmi .

18) Diisi dengan tempat/lokasi dan tanggal pengisian formulir SSP PBB.

19) Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak atau Penyetor serta dibubuhi cap/stempel resmi bila
diperlukan.

20) Diisi sesuai dengan keperluan oleh Bank Penerima Pembayaran.




SURAT SETORAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Lembar ke-z
Untuk KPPN

DEPARTEMEN KEUANGAN R.L
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(SSP PBB)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

y KODE KPP PRATAMA D:D

fa)

R s R

2. NPWP

3. Alamat Wajib Pajak:

Kelurahan/Desa :

_Kecamatan: ==

Kabupaten/Kota :

Kode Pos :

Bz < BN

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) :

BE - ANy

3. Letak Objek Pgjek :

Kelurahan/Desa :

_Kecamatan: =

Kabupaten/Kota :

Kode Pos :

C. 1.Jenis ketetapan pajak :

2. Nomor ketetapan pajak :

Tahun

D. Uraian
pembayaran

E. Jumlah pembayaran :
Pokok Pajak 3 S R

Denda Administrasi : Rp___ "

Jumlah :Rp K

Terbilang :

E o Kodp i ommitens e . o 1)

Untuk d|setorkan!dlplndahbukukan ke rekenlng Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persep5|

pada Bank .

......... M pomor rekemng o 1 e e e

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal . o gl

Mama eIl el st b n

Waijib Pajak/Penyetor

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :
n

*} Coret yang tidak perlu
F.2.4.32.01




DEPARTEMEN KEUANGAN R.L
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(SSP PBB)

Lembar ke-3

Untuk KPP Pratama
Disampaikan Oleh Wajib
Pajak

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

" KODE KPP PRATAMA Dj] i

A hNamaWabiPaalke: s - ol e e SRR e L
2. NPWP -
3. Alamat Waijib Pajak:
Kelurahan/Desa : Kecamatan
Kabupaten/Kota : Kode Pos :
B t.nomorobekpPaiakevory: [ | | [T ] [T T ] [LIT]LCITICITITT [,
A I I s e e e e S,
Kelurahan/Desa Kecamatan :
Kabupaten/Kota: L e S RN e
g 3
C. 1. Jenis ketetapan pajak : Tahun
2 Nomorketetapanpejak: 00 0 0000000
D. Uraian :
pembayaran

E. Jumlah pembayaran :

Pokok Pajak SR b

Terbilang:

DenlaAdministeasi < ®Rp . . wlE el
Jumlah 53 5o R |1 . Al e SR
F. Kode Akun : 13

Untuk d|setorkan!d|pmdahhukukan ke rekenmg Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persepsn

pada Bank _

4 nomor rekening .

19

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Namajelas L v vt s s m

Wajib Pajak/Penyetor

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :
&)

*) Coret yang tidak perlu
F.2.4.32.01




SURAT SETORAN PAJAK Lesmbar ke
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Untuk Bank/Pos

Persepsi

DEPARTEMEN KEUANGANR.L
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP PBB)
CWTORPELAVANANPAIKPRATAMA vooe e praTas [ ] ] |

8 T ) b . SO SO
2. NPWP S :
3. Alamat Wajib Pajek:
Kelurahan/Desa : _Kecamatan :
Kabupaten/Kota : KodePos:
T T [}
8. 1.Nomorotiekpaiakevory: | | ] [ [ ] [T T ] [TT]LCITJLITT] [
3.Letak Objek Pajak :
Kelurahan/Desa : Sl i L P AR e i
Kabupaten/Kota : KodePos: =
IR T e i i R e S PR L0 110 SRR Tahun
2. Nomor ketetapan pajak:
D. Uraian
pembayaran
E. Jumlah pembayaran : Terbilang:
Pokok Pajak i AR, 5 o SO
Denda Administrasi : Rp______ . " B == [ R B
Jumlah ol oI e L D R
F. Kode Akun: 128
Untuk dlsetorkanfdlpmdahbukukan ke rekemng Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persep5|
pada Bank .. =2 1E ] . nomor rekening _ e L
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Waijib Pajak/Penyetor
Tanggalc oo T (0 A S %iva | N - e v O = 10
Namaijelasi i ansnnssnsi s m NS BIAS © ..ot mmmie i s "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :

*) Coret yang tidak perlu
F.24.32.01




LAMPIRAN il

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 59 /PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN
SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 3
( SSB ) Untuk Wajib Pajak
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJIAK sebagai bukli
DEPARTEMEN KEUANGAN Ri pembayaran
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN { SPOP PBB )
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA: .......................................................... Rennnaasiss ninsisanasnsnnnnas b o Bt S s R b o P KODE KPP PRATAMA: E
A. 1. Nama Wajib Pajak A, - e R 1.1 ] N SR e SR el
2. NPWP :| [ l [ [ | | | l l | I:l [ | | | | | | ‘ Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
3 RlamatWaibPajek : BiokBavNGinDTs " L e i
4. Kelurshan/Desa _5.RTRW: _ 6. Kecamatan

7. Kabupaten/Kota

_8KodePos [ T T T[]

= e REEESS FNSSNANREEE T SRR
2. Lokasi Objek Pajak : __ BlokMKaviNemor:
3. Kelurahan/Desa : et U SN S LT 2 P 4 RTRW: i et L 5. Kecamatan : CUTE M s Wl B
Bbopeile: - wdepes : [ [T 101
Penghitungan NJOP PBE:
7. Luas tanah (bumi) 9. NJOP tznah (bumi)im? { angka 7 x angka § )
Tanah ( bumi ) m | Rp 1. [ro
........... aLuaSbangunan s bangunanv‘mE mmsxmw mu
Bangunan o | Ro 12. | Ro
(angka 11+ angka 12
WIORPRRE b 1 [ Rp s
14. Jenis perolehan hak atas tanah danfatau bangunan: I:l:] Diisi sesual patunjuk pengisian S38
15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas fanah dan/atau bangunan / Nilai pasar: R e L0, g
16. Nomor Serifikat Tanah: | ‘ | ’ [ I ‘ [ | | ‘ l ‘ ‘ | ‘
C. PENGHITUNGAN BPHTE ( Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak ) Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 1, »
Nilai Perolehan Cbjek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) A s
Nilai Perolehan Cbjek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka1- angka2 | 3 >
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang S%xangkad | 4 =8
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelclaan *) 50%xangkad | 5 | 2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar | 6 2
D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Ben tanda silang X" pada kotak yang sesuai)
[:] a. Penghitungan Wajib Pajak
[] b STB/SKBKB/SKBKBT®) MNomor: _  Tanggal:
D ¢. Pengurangan dihitung sendiri karana: [:I:
*) Corat yang tidak perly .
JomiBh Pembayaran Bp v i s i i i i e e e i e s o Untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara qg. BPHTB
TOIBUARNG o e s i e e T D S o Kode Akun :

EIEIEIEIENE]

MENGETAHUI: BRERIMGLER S~ 0 | oimeen gl g
PPAT /NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG/ TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB WAJIB PAJM{; PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN /KOTA*) Tl e
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda langan Nama lengkap dan tanda tangan
H diisi oleh
b wmramlllll IIIIIIIIIIH

| N
“ad  HEE EN EEE EEE EEE EEEN B

F.25.32.01




PETUNJUK PENGISIAN SSB

= Isilah 55B ini dengan huruf cetak KAPITAL atau dikatik.
= Gunakan satu SSB untuk setiap sefcran dan setiap jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan

= Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembelulan alau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.
CARA PENGISIAN :

* Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kode KPP Pratama, diisi dengan Nama Kanter Felayanan Fajak Pratama dan Kode KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan.

= Huruf A,

= Huruf B.

» Huruf .

Catatan:

Disi dengan data WP

Angka 1 5.d. angka &. Cukup jelas.

Diisi dengan data dan jenis perclehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Angka 1. Diisi dengan Nomor Cbjek Pajak (NOP) yang fercantum dalam SPPT PEB atas tanah dan alau bangunan yang barsangkutan.

Angka 2 s.d. angka & Diisi dengan letak tanzh dan atau bangunan yang haknya diperoleh serta kode posnya.

Angka 7 s.d. angka 13, Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP FBB alas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat lerjadinya perolehan.

Dalam hal NJOP PBE belum ditetapkan / belum ada SPPT PBB, angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP PBE yang diterbitkan oleh Kepela Kantor
Pelayanan PBB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan atas permohonan WP.

Angka 14. Diisi dengan kode jenis parclehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berkut:
Jenis Perolehan Hak Kode _Jenis Perolenan Hak Kode | Jenis Percighan Hak Fode
Pemindahan Hak: - Waris 05 |- Pehhuran usaha 11
- Jual beli ] - Pemasukan dalam perseroan / badan hukum 06 | - Pemexaran usaha 12
lainnya
- Jual beli khusus perolehan hak Rumah Sederhana 14 | - Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 07 | - Hadiah 13
Sehat dan Rumah Susun Sederhana melalui KPR
bersubsidi®)
- Tukar-menukar 02 | - Penunjukan pembeli dalam lelang 08 | Pemberian Hak Baru:
Hibah 03 | - Peleksanaan putusan hakim yg mempunyai kekuatan 09 | - Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan 21
hukum fetap hak
- Hibah Wasiat 04 - Penggabungan uszha 10 | - Pemberian hak baru diluar pelspasan hak 22

*) Dalam hal Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman can Prasarana Wilayah No.24/KPTS/MI2003 tentang Pengadaan Perumanan
dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan Rumah Susun
Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemiliken Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1892 tentang Fersyaratan
Teknis Pembangunan Ruman Susun,

Angka 15. Diisi dengan harga transaxsi yang terjadi | harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang / nilai pasar objek tersebut

Angka 16. Diisi dengan nomor sertifikat tanah,

Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTE) oleh WP.

Dalam hal S5B digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB/SKBHKET sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d, huruf C tidak pedu diisi.

Angka 1. Nilai Perclehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi f nilai pasar objex pejak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tioak dikefahui afau lebih rendah
dari NJOP PBE maka NPOP diisi dengan NJOP PEB sebagaimana huruf B angka 13

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP unluk Kabupaten/kota yang tersangkutan, yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditien Pajax atas nama Menteri Kevangan (Informasi mengenai besarnya
NPOFPTKP dapat dipsroleh melalui Kantor Pelayanan PBE/KPP Fratama setempat).

Angka 3 Cukup jelas.

Angka 4. Diisi dengan hasil perxalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal § UU No. 21 Tahun 1997).

Angka 5. Diisi hanya dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris atau hibah wasiat alau pemberian hak pengelclaan, dengan perhitungan sebesar 50% x BPHTB yang
terutang (angka 4}, apabila WP adalah
¥ penerima wans atau hibah wasiat; alau

e penerima hak pengslolaan yang bukan Departemen, Lembaga Pemerintan Non Deparlemen, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah lainnyz, dan Perum
Perumnas.

Angka 5. Diisi: »sama dengan angka 5, dalam hal WP memperoleh hax atas tanah dan atau bangunan karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan.
»sama dengan angka 4, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan selain waris / hiban wasial | pemberian hak pengelclaan sebagaimana dimaksud pada angka 5.

- Diisi dengan memberi tanda *x” pada kotak yang sesuai dengan setoran pajak / sanksi administrasi berdasarkan :

Hurufa. Menurut penghitungan WF sebagaimana huruf C.
Hurufb, % Menurt Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (ST8); atau
% Menurut Surat Ketetapan Bea Perolshan Hak atas Tangh dan 3angunan Kurang Bayar (SKBKB); atau
¥ Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak ates Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).

Huruf ¢, ﬂiisi dalam WP 'nennhltmg sendiri besarwa pengurangan BPHTB yang t&w ,ang karena

. uran ‘x | Hode |- % | Kode
1. Kondisi tertentu WPyang ada hubungannya dengan Cbiek Pajak, yaitu 75% [ 1 f WP yang rnarr'pemleh haa atas tanah dan atau bangunan yang tidak| 50% | 25
a. WP orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah berfungsi !agi separti semula disebabken bencana alam atau sebab-sebabd
di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longser, gempa bumi, gunung
meletus dan huru-hara yang teradi dalam jangka waktu paling lama 3 (figa)
bulan sejak penandatanganan axia
b. WP Badan yang memperoleh hak baru selain HPL dan felah menguasai] 50% | 12 g. WP orang pribadi Veteran, PNS, TMI, POLRI pensiunan PNS,| 78% | 27
tanzh dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktkan purnawirawan TN|, pumawirawan POLR| atau jandaduda-nya yang
dengan surat pernyataan WP dan keterangan dari Pejabat Pemerintah memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah

Daeran selempat

¢. WP orang pribadi yang memperoleh hak atas fenah dan alau bangunan| 25% | 13 h. WP Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoieh| 100% | 28

Ruman Sederhana (RS} dan Rumah Susun Sederhanz serta Rumah hak alas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan
Sangat Sederhana (RSS) yang dipercleh langsung dari pengembang dan bagi anggota KORFRIPNS
dibayar secara angsuran
d. WP crang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai| 50% | 14 i. WP badan anzk perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang| 50% | 28
hutungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu dergjal ke memperolsh hax atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari
ates atau satu derajal ke bawah perusahaan |rduknva sa!aku pemegeng szham tunggal sebagai kelanjutan
dari pelak i Keuangan lentang Kesehatan

Knuargm Peruaahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

2. Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab fertentu yaitu: 21 |3. Tansh dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau| 50% | 30
a. WF yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti | 50% pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain
rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOF PBB untuk panti asuban, panti jompo, ruman yatim piatu, sekclah yang lidak
ditujukan mencari keunlungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan
sosial masyarakal
b. WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang| 50% | 22  |4. Sebab-sebab lain sesuai peraturan pengurangan BFHTE yang berlzku i 40

dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum

c. WP Badan yang lerkena dampak krisis exonom dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomizn nasional sehingga WF| 75% | 23
harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau ulang usaha sesual
dengan kebijaksanaan pemerintah

d. WP Bank Mandiri yang mempercieh hak atas fanah yang berasal dari| 100% | 24
Bank Bumi DayaBank Dagang NegaraBank Pembangunan

Indonesia dan Bank Exspor imper dalam rangkaian proses penggabungan *) Besamya persentase pengurangan berdasarkan peraturan pengurangan
usaha (merger) BPHTB yang berlaku

e. WP badan yang melekukan penggabungan usaha (merger) atau| 50% | 26
peleburan usaha (xonsolidasi) dengan atau tanpa teriebih dahulu {Apabila diperlukan, informasi lebih lanjut mengenai perhitungan besarnya

mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan : - ; X

E pengurangan BPHTB dapat diperoleh melalui Kantor Pelayanan PBE/Kantor
penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan Pelayanan Fajek Pratama setempal).
usaha dari Direktur Jenderal Pajak

Hurufd.  Diisi untuk setoran selain huruf a, huruf b, dan huruf ¢, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan lain yang menyebabkan jumlah pzjax yang harus
dibayar bertambah.

- Diisi dengan jumliah pajak yang disetor dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).
- Dalam hal BPHTE yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSE dengan memberikan keterangan “NIHIL® pada huruf C angka &
- SSB nihil cukup diketahui oleh PPAT / Notaris | Kepala Kantor Lelang | Pejabat Lelang / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kola dengan menandatangani kclom yang teleh disediakan (WP tidak perlu ke
Bank / Kantor Pos Persepsi).

- §5B nihil lembar ke-2 dan SSE nihil lembar ke-3 disampaikan ke Kantor Pelayanan PBE/Kantor Pelayanan Pajak Pratama oleh WP. , dan SSB nihil lembar k2-4 untuk PPAT / Notaris / Kepale Kantor Lelang /
Pejabat Lelang / Kepala Kantor Pertanshan Kabupaten |/ Kola




SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2
(SSB) Untuk KPPN
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )
KANTOR PELAVANAN PAUAI PRATARA; comssimimiosstsessas sttt ottt 445t s s KODE KPP PRATAMA: D:D

A. 1. Nama Wajib Pajak

2.NPWP g0 14

3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa

5. RTRW:

7. Kabupaten/Kota

_ 6. Kecamatan
8. Kode Pos

J | I | |_|’[:| [_I[li [ ] [m.‘ﬁsgwaidengm;;r_n.w;““ z Hamr.)gﬁﬂﬁ
~ Blok/Kav/Nomor :

B. 1.NOP PBB

ENEEE - HSNUNENEE 158

2. Lokasi Objek Pajak :
3. Kelurahan/Desa

~ Blok/Kav/Nomor :
5. Kecamatan

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak FBB
pada SPFT PEB

yang haknya diperoleh

perolghan hak/ Tahun ............

6. Kabupaten/Kota _ Kode Pos
Penghitungan NJOP PEB:
Objek Pajak Diisi fuas tanah dan atau bangunan Diisi berdasarkan SPPT PEE fahun teradinya Luas x NJOP PEB /m?

7. Luas tanah (bumi)

9. NJOP tanah (bumi)m?

(@ngka 7 x angka 3 |

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:

15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai pasar:

Tanah ( bumi ) ™ | Ro 1. |re
"""" 8.Luasbeangunan 0. NJOP bangunan/m? _ Tabiaetl)
Bangunan
5 LR e el e G T )
(angka 11+ angka 12)
RGP R

Rp

1E.N0morSa.rtiﬁkalTanah:| ‘ |

SNENEEDC

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak ) Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak { NPOP ) 1 >
Nilai Perolehan Cbjek Pajak Tidak Kena Pzjak ( NPOPTKP ) I
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka - angka2 | 3 | 4
Bea Perolehan Hak atas Tenah dan Bangunan yang terutang Sxangkad | 4 | 2
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelclaan *) 50%xangkad | 5 | 4
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 | 2

D a. Penghitungan Wajib Pajak

D. Jumiah Setoran berdasarkan : (Beri tanda sileng X" pada kotak yang sesuai)

[] b STB/SKBKB/SKEKBT®) Nomor: g gt

|:l ¢. Pengurangan dihitung sendiri karena E]j

AR

*) Corat yang tidak perlu

JURIBI POMBEYIEN BD .ot s i e S e v st Untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara qg. BPHTB
13 R e S S e L R Kode Akun:

Gl ]
MENGETAHUI: BEERIMARIEHINE -6 | e Mgl e
PPAT /NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG / TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB WAJIE PAJAK / PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *) Tanggal: ...
Nama lengkap, slempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan

dsioey h IR
i - Nomor Dokumen:

petugas Kantor
Pelayanan Pajak =
Pratama NOP P.B B baru:

[ | [

F.25.3201




SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ke
( s S B ) Untuk KPP Pratama
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Disampaikan oleh
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Wajib Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )
KANTOR PELAYANAN PALRICPRATANIA: ittt i e At 55 KODE KPP PRATAMA: I:[:I]
A. 1. Nama Wajio Pzjak 1S N . - _ - |t SRSRR R el =t o 5 W
2. NPWP :| l l | l | ] J | l | D | I | | l [ l ] Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
3. Alamat Wajib Pejak : B = U . BlokKavMomor:
4, Kelurahan/Desa __BRTRW:  6.Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota _ 8. Kode Pos :I:I:D:D
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak FBE
sounvoepee o || [ L] LD LD LT LTI [ s
2. Lokasi Objek Pajak : Blok/KavMNomor: e e e
3. Kelurahan/Desa _ 4 RTRW: __ S.Kecamatan :
6. Kabupaten/Kota ~ Kode Pos EDjj___‘
Penghitungan NJOP PBB:
i Bt Diisi luas tanah dan atau bangunan Diisi berdasarkan SPPT PBE tahun terjadinya
Cojok Pajek yang haknya diperoleh perolshan hak / Tahun ............ Luss x NJOP PBE / m*
A ; 7. Luas tanah (bumi) 9. NJOP tanah (bumi)m? (angka 7 x angea 9 )
s m | Rp A o I L R e
8. Luas bangunan 10. NJOP bangunan/m? ( angka & x angka 10
Bangunan
_________________________________________________ m? [ Rp Ll i BT A R D A
{angka 11+ angka 12)
NOPEES. | W R e
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: D:l Diisi sesual petunjuk pengisian SS8
15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai pasar. RO el el e
nomorserikatTanar: [ | [ [ [ [ T T T T 1T [ 1T [ ]|
C. PENGHITUNGAN BPHTE ( Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak ) Datam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak { NPOP 1 4
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 7 | 4
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKF ) angka1- angka2 | 3 =3
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang S%xangkal | 4 [ g
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelclaan *) 50%xangkad | 5 >
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 | 2
D. Jumiah Setoran berdasarken : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)
[] a Penghitungan Wajib Pajak
[ ] b STB/SKBKB/SKEKBT® Nomer: Tanggal:
l:l ¢. Pengurangan dihitung sendiri karena: :I:l
[] e
*) Coret yang tidak periu
b R T W O AP R PO e o e e e Untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara qq. BPHTB
O BT oo s s A S B G A S Kode Akun :
Lal1[1[a]1]1]
MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: sl s
PPAT /NOTARIS | KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG / TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE WAJIB PAJAK / PENYETCOR

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAY) | Tangoal

Tanggal ...........

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan . . Nama lengkap, stempel, dant.a\l.\dalz.q.;a.n .
44  HH EN EEER EEER
Pelayanan Pajak 53 = = =
Pratiems NoPPesban: | | | | | H \ _\ H _\ | ] l ‘ \

F.2.532.01



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
CIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

SURAT SETORAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar il
( SSB ) Untuk Bank/Pos Persepsi

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA: e s T KODE KPP PRATAMA: [T 1]

A

1. Nama Wajib Pajak
2. NPWP

| Diisi sesual dengan Nomor Pokak Wajib Pajak yang dimiliki

SheRReN ey o R R e e BRI
4 KelurahanDesa SRTRW:  Ghecawasw :
7.KabupatenKota  © . 8kodePos :[ T [T T]
Diisi sesuai dengan Nemor Objek Pajak FBB
eoanoeees | | [0 LT LI LT LT [ eeens
2 Lokasi Objek Pajak = Blok/Kav/iNomor :
LRSS L VKR, SRR S
€. Kabupaten/ota o Kedepos : [TTTT]
Penghitungan NJOP PBE:
i iy Diisi luas tanah dan afau bangunan Diisi berdasarkan SPPT PES tahun terjadinya I
Offok ek yang haknya diperoleh perolehan hak / Tahun .......... Uss X A¥) e ot
7. Luas tanah (bumi) 9. NJOP tanah (bumi)/m? {angka 7x angka 9
Tanah ( bumi) m | Rp 11. | Ro
8. Luas bangunan 10. NJOP bangunan/m? { angka 8 x angka 10)
Bangunan | Ro 12. |ro
(angka 11+ angka 12 )
N 18 R -
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: |:|:I Disi sesual petunjuk pengisian 558
15. Harga fransaksi yang ferjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai pasar: Rp
wNomorSetiikatTenah: [ [ [ | [ [ [ [ [ [ [ [ [ | [ |
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya disi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak | Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 1 4
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) 2 |
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka1- angka2| 3 >
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang Sxangkad | 4 >
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolzan *) 5% xangkad | 5 |
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 >
D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda sifang "X" pada kotak yang sesuai)

D a. Penghitungan Wajib Pajak
[] b STB/SKBKB/SKBKBT®) MNomor: _  Tanggal:

D c. Pengurangan dihitung sendiri karena: Dj
L] e

*) Coret yang tidak periu

Jumiah Pembayaran: R ..o mneses
Terbilang: ..

Untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara gq. BPHTB
Kode Akun :

Lelafa]al]]

MENGETAHUI: OITERIMAOLER: === | TN g s
PPAT /NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG / TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB WAJIB PAJAK | PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA) TANGYAL . cimamdrisims

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap. stempel, dan tanda tangan Namz lengkap dan tanda tangan

'1

;l;:;aa:.w _Numor-Dokumen:'l ‘ '1 ‘ |[
Pelayanan Pajak o

s ... HE EE EEE BN

F.25.32.01




SURAT SETORAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(S58)

Lembar 5

Untuk PPAT/Notaris/Kepala
Kantor Lelang/Pejabat

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

Lelang/Pejabat Pertanahan

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA:

KODE KPP PRATAMA:[ [ [ |

A. 1.NamaWajbPajak : . e :

2. NPWP :l ‘ ‘ ‘ | I I I r | D l l l | I I | | Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

3. Alamat Wajib Pajak IO e st Blok/Kav/Nomor : V| oy 0 O AL SO N

4. Kelurahan/Desa  5RTRW: 6. Kecamatan :

T.Kabupateobota 8.kodePos [T T T 11

Dwisi sesual dengan Nemor Objek Pajak PEB

8. 1.NOPPBB il I ' [ l | I [ | I I I I I | ] I | | [ ‘ ‘ ‘ pada SPPT PES

2. Lokasi Objek Pajak : . BlokKavNomor:

J. KelurahanDesa : _ 4RTRW: 5. Kecamatan : &l

6. Kabupaten/Kota I KedePos : [ ] | | ]

Penghitungan NJOP PBE:

¥ ; Diisi luas tanah dan atau bangunan Diisi berdasarkan SPPT PES tahun terjadinya i e
Objek: Poyak yang haknya diperoleh perolshan hak / Tahun ............ Luse XN Tl o
7. Luas tanah (bumi) 9. NJOP tanah (bumi)m? (angka 7x angka § |
Fhei
Tanah ( bumi) | Rp 11. | Ro
8. Luas bangunan 10. NJOP bangunan/m ( angka &x angka 10|
Bangunan Ro 12. | Ro
(angka 11+ angka 12 )
L RO e

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: :l:l Diisi sesual petunjuk pengisian SS8

15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai pasar. G e

wnomorsentkatTana: [ | | [ [ [ [ T [ [ [ [ | | [ |
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak ) Dafam Rupiah

Nilai Perolehan Objek Pajak { NPCP ) 1 | 2

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 | 4

Nilai Perolehan Cbjek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka1- angka2 | 3 4

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang S%wangkal | 4 B

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50%xangkad | 5 | 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 >
D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Ber fanda sileng X" pada kotak yang sesuai)

a. Penghitungan Wajib Pajak

[ ] b STB/SKBKB/SKBKBT*) MNomor: _  _  Tageal:
D ¢. Pengurangan dihitung sendiri karena ED
] e
*) Coret yang tidak perlu
AU P BMIDEEIAIT TP e o e e vVt o Untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara qq. BPHTB
T e R Y E— Kode Akun:
el 1] o]af]A]
MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: PO | [
PPAT /NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG/ TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB WAJIB PAJAK | PENYETOR

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA*)

an

Tanggal: ...

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Namz lengkap, stempel, dan tanga tang
Hanya diisi oleh : =
patur:a Kantor Nomﬂl' Dokumen:
Pelayanan Pajak - ;;;_._. -
Fritema NOPPEBbaru:

N EN ENEE EEEE

HE HEE EEE EE

]
 HEEE B

r‘l_l
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